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TENTAKG

171N PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDL PADA PROGRAM SARTANA
SEKOLAH TINGGL AGAMA ISLAM NEGERI PAMERKASAN

mlenimbang

Aengingat

TATTUIN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA T'SA
IMRERTUR JEMDUERAL PENODIDIKAN TSEAM,

'h

hahwa dalam rangka memberikan aranome kepada perguruan tinge)
acama Istarm ueuk mengembanpgkan satw awe kelompok hidang
ifmu tertentu sesuai kebwshan, maka perguruan linggi didurony
untuk menvelenpparakan program stuch yang bermutu dan relevan,
baivwa  dalam  rosgka pembinnan dan penpewasan o Alas
nervelengzaraan pendidikon dan pengembangan bidang keimuan
yumg dibutubkan pada pergwuan dngel apanm Istam. Divektond
denderal Pendidikan [glam melakukan peogkajian ferhadap usalan
pembukaur program studi;

bahwa berdasarkan pertimbangan pads hurot a dan b di atas perlu
ditetapkan dalam Keputusan Threkier Jenderal Pendidikan lslam
tentang frin Penyvetengraraan Prograin $udi puda Program Sarjana
Sekofah Tinggl Agama Islam hegeti Pamekasan Sabun 20104

Undang-Uindang Nomor 2{ Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional {lLembaran Negara Republik Indanesia Tehun 2003 Nomor
74, Tambuahan Lembaran Negara Republik indonesia Noanor 43017

Undang-Undang Nemor 12 Tuhun 2012 tertang Pendidikan Tingpi
{Lembparan Negara Republik Indonesia Nowmer [5R5;

Peyaturan Pemerintah Nomer 17 Talwuw 2000 tentang Pengelolaan
dan Penyvelenpparaan Pendidikon (Lembaran Negara Republik
Indunesia Tahun 2010 domor 23, Tambuhun Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 3105}, scbagaimana teinh diubzh dengan
Paratran Pemcrintah Nomer 66 Tahun 2010 (Lembiran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Noroor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesis Nomor 5157

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
{hganisasi Kementerian degan,

Peraturan Presiden Nomor 24 Tuhue 2010 tentany Kedudukan,
lugas, dan Fungsi Kementerian Negara sorta Susunan brganisasi.
Tugas, dan Fungsi Eselon § Kementerian Negar, sehapaiimana telab
divhah denpan Peralursn Presidery Momaor 67 Tahun 2014



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
6 Tahun 2010;

. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama
Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan
Tinggi Agama Islam;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan
Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan
Tinggi Agama;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama;

~J

1. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan
program studi baru Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2013
pada Tanggal 23 — 25 September 2013;

2. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program
studi baru;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI PAMEKASAN TAHUN 2014.

Memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Program

Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan scbagai
berikut:

No. Program Studi Program Gelar Akademik |
1. | Manajemen Sarjana Sarjana Pendidikan Islam |
Pendidikan Islam (s.pdly |

2. | Hukum Ekonomi Sarjana Sarjana Syari’ah |
Syari’ah (S.Sy) .
(Mua’malah) - ‘

3. | Ekonomi Syariah Sarjana Sarjana Ekonomi Syariah |

Izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

"harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi keria dalam

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.

Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan

tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang
sesuai peraturan perundangan,

Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak
untuk pelaksanaan perkuliahan extention, dalam waktu 4 (empat) tahun
tidak membuka program konversi, memperpendek masa studi Program
Sarjana, perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), menerima rombongan
yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

) ‘:C%\,_: o "
77 Ditetdpkan di  Jakarta
DREKTOA ISIREILTIUR ZENDERAL,

b

i i{ FENDCKAN ISLAM |




	IMG.pdf (p.1)
	IMG_0001.pdf (p.2)
	IMG_0002.pdf (p.3)

